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1. Ketentuan ayat 2 (dua) Pasal 7 dirubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 7  
(1) Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati 

dan/atau Tim Pengaduan. 

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat disampaikan melalui:  
a. surat yang ditujukan kepada Bupati dan/atau 

Tim/Unit Penerima Pengaduan dengan alamat 
Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan; 
b. kotak pengaduan yang ditempatkan di 

Lingkungan Pemerintah Daerah;  

c. situs resmi Pemerintah Daerah;  
d. SP4N-LAPOR;  

e. Call Center; 
f. Media Sosial;  
g. Faksimile;  

h. SMS Center Pemerintah Daerah;  
i. E-mail;  

j. Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan (SAPA 
HSS) dan/atau; 

k. Aplikasi/media pengaduan lainnya. 

 

2. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, 
yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
BAB VIA 

KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM 

PELAPORAN PELANGGARAN 
 

3. Di antara Pasal 24 dan 25 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 24a 

(1) Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

berkewajiban melaporkan setiap dugaan 
pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, 
gratifikasi, atau tindak pidana korupsi yang 

diketahui dalam pelaksanaan tugasnya. 

(2) Mekanisme pengaduan yang diatur dalam Peraturan 
Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap 

kewajiban pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

(3) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dijamin kerahasiaannya dan pelapor 
mendapatkan perlindungan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 




